Pedoman Teknis BUM DESA BERSAMA
s ]

PEDOMAN TEKNIS

TATA CARA PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN
PENGELOLAAN, DAN PEMBUBARAN BUM DESA
BERSAMA

Diterbitkan oleh:

DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
2017



Pedoman Teknis BUM DESA BERSAMA
!

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
perkenan-Nya, Direktorat Pembangunan Ekonomi
Kawasan Perdesaan, Direktorat Jenderal
Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi berhasil menyusun Pedoman Tata Cara
Pendirian, Penngurusan, Pengelolaan  dan
Pembubaran BUM Desa Bersama.

Pedoman Teknis ini akan digunakan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Kabupaten dan Desa dalam mendirikan BUM Desa Bersama. Diharapkan
dengan adanya Pedoman ini akan mampu memaksimalkan pemahaman dalam hal
pendirian, pengurusan dan Pengelolaan BUM Desa Bersama. Didalam pedoman ini,
secara selektif telah dipilih kisah-kisah proses pendirian BUM Desa Bersama
berdasarkan contoh-contoh kasus yang ada dilapangan. Contoh ini diambil berdasarkan
hasil wawancara sekaligus juga mengikuti langsung proses pendirian BUM Desa
Bersama.

Kami Menyadari masih banyak kekurangan dalam pedoman ini, kekurangan ini akan
terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kondisi lapangan terkait dengan BUM Desa
Bersama.

Dengan terbitnya Pedoman Teknis Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan
Pembubaran BUM Desa Bersama ini Direktorat Jendral Pembangunan Kawasan
Perdesaan mengucapkan trimakasih sebesar-besarnya terutama kepada para pelaku
BUM Desa Bersama.

DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Drs. JOHOZUA M YOLTUWU, M.Si.,
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A. Latar Belakang

Usaha skala lokal Desa yang dijalankan Badan Usaha Milik
Desa (BUM Desa) mulai tumbuh pasca UU No. 6/2014 Desa
dijalankan. Selain BUM Desa yang tumbuh pada skala lokal
PENDAHULUAN desa, UU Desa juga memberikan ruang dan kesempatan
kepada 2 (dua) Desa atau lebih menjalin kerjasama,

termasuk membangun BUM Desa Bersama.

Pengembangan BUM Desa Bersama itu juga menjadi
kebijakan strategis Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Melanjutkan kebijakan
ini, selama tahun 2016, Direktorat Jenderal Pembangunan
Kawasan Perdesaan (PKP) telah memfasilitasi pendirian
BUM Desa Bersama di sejumlah kabupaten. Prakarsa awal
ini membangkitkan minat banyak daerah dan Desa untuk
mendirikan BUM Desa Bersama secara mandiri, dan pada
saat yang sama ada usulan dari banyak daerah kepada
Ditjen PKP untuk memfasilitasi lebih lanjut.

Pendirian BUM Desa Bersama sebagai basis
pengembangan ekonomi Desa di kawasan perdesaan (dua
desa atau lebih) sampai saat ini masih menghadapi banyak
kendala. Kendala itu antara lain ketidakpahaman para pihak
akan BUM Desa Bersama, mulai dari regulasi hingga
pemilihan unit usaha, pembentukan Kkepengurusan,
kelembagaan, pengelolaan, keterlibatan para pemangku
kepentingan (stakeholders), hingga dukungan Desa dan
pemerintah supradesa. Sebagai contoh selalu muncul
pertanyaan.

e Apakah pendirian BUM Desa Bersama bisa dilakukan
tanpa desa memiliki BUMDesa?;

e Apakah BUM Desa Bersama bisa didirikan di lokasi
yang bukan kawasan perdesaan?;

e Mengapa BUM Desa Bersama didirikan, apakah BUM
Desa tidak cukup?;

e Bagaimana hubungan antara BUM Desa dengan BUM

Desa Bersama,;
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Bagaimana hubungan BUM Desa Bersama dengan Badan Kerjasama Antar

Desa?; dan lain-lain.

Panduan umum tata cara pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan

pembubaran BUM Desa Bersama ini disusun sebagai media sosialisasi sekaligus

pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Desa, serta masyarakat dalam

pelembagaan BUM Desa Bersama sesuai dengan kewenangannya masing-

masing. Kami berharap hadirnya panduan ini dapat memberikan kontribusi nyata

dalam rangka melaksanakan visi membangun Desa.

B. Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir
kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman
Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2091);



Pedoman Teknis BUM DESA BERSAMA

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2093);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 296);

Maksud dan Tujuan

Penyusunan Panduan BUM Desa Bersama ini bermaksud untuk memberikan

referensi bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, desa dan pemangku

kepentingan yang lain dalam rangka mendirikan, mengembangkan dan
mengelola BUM Desa Bersama.

Panduan ini bisa menjadi pegangan langsung bagi sejumlah Desa yang

bekerjasama membentuk atau mendirikan BUM Desa Bersama. Bagi pemerintah,

pemerintah daerah maupun pihak lain, panduan ini berguna sebagai pegangan
untuk sosialisasi dan fasilitasi terhadap kerjasama antardesa dalam mendirikan

BUM Desa Bersama.

Dengan maksud tersebut, panduan ini mempunyai tujuan:

1. mendorong dan menyiapkan tumbuhnya BUM Desa Bersama secara kokoh,
mandiri dan Dberkelanjutan sebagai wadah konsolisasi dan kolaborasi
antardesa dalam bidang ekonomi sehingga skala ekonomi dan daya saing
ekonomi desa menjadi lebih besar dan kuat.

2. panduan bagi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi, khususnya Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan
Perdesaan, untuk memberikan fasilitasi pendirian dan pengembangan BUM

Desa Bersama.
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A. Pengertian BUM DESA

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan badan usaha
yang bercirikan Desa dan dibentuk secara kolektif oleh
Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. UU No. 6/2014 tentang
Desa menegaskan bahwa BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah
Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, serta
potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa (vide
penjelasan Pasal 87 ayat 1 UU Desa).

Pasal 1 angka 6 UU No. 6/2014 tentang Desa

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa,
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal
dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa
pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa.

Amanat yang tersirat dalam pengertian BUM Desa diatas,
kehebatan BUM Desa terletak pada kemampuanya untuk
memberikan manfaat sosial (social benefit) bagi kehidupan warga
Desa. Pengertian BUM Desa dalam UU No. 6/2014 tentang Desa
tidak terletak pada kehebatan BUM Desa untuk mencetak laba
besar, keuntungan milyaran rupiah, atau kunjungan wisatawan ke
Desa.

“Seperti yang terjadi dilakukan BUM Desa Aneotob Desa Binaus, Kecamatan
Mollo Tengah, Kabupaten Nusa Tenggara Barat. Dari sumber mata air yang
dimiliki Binaus, Desa ini membangun tujuh bak penampungan air di beberapa
titik di Desa itu sehingga warga bisa mendapatkan air bersih dari bak
penampungan paling dekat dengan rumah mereka. Sebulan warga membayar
Rp. 20 ribu untuk jasa penyediaan air bersih ini.

Dibanding BUMDesa lain yang sudah bisa mengalirkan air dari kran di rumah-
rumah warga, yang dilakukan Aneotob masih jauh ketinggalan. Tetapi hingga
sejauh ini apa yang dilakukan BUM Desa Aneotob adalah luar biasa karena
persoalan air bersih adalah masalah sangat urgen di desa itu. Aneotob
membuktikan diri sebagai badan usaha bercirikan Desa yang mampu menjawab
kebutuhan penting masyarakat desanya. Kemampuan menjawab kebutuhan
urgen itulah yang membuat Binaus menyabet gelar BUM Desa Terbaik se-
Indonesia Kategori Inovatif.” (sumber: berdesa.com)



